
EUPA?{ trtrSISIR SELATAN

PRCVINSI SUMA?trRA. BARAT

PERATURAN BUFATI PESI$IR S]TLA?A}{

NoMoR !l rani-rx zozo

TENTANG

SISTEM DA}{ PROSEDUR PELAKSANAAN PtrRJALANAN Di}VA$

DtrNGAN RAHfu{AT TUHAN YANG &{AHA ESA
EUFATI PESISIR StrLATAN,

Menimbang d..

b.

bahwa agar petraksanaan Anggaran pendapatan dar:
Eetranja Daerah Kabupaten pesisir $elatan dapat
berjalan lebih efektif dan efisien, maka d{pandang
perlu untuk menetapkan Sistem cLan prosedur
Felak*anaan Feqjaianan Dinas ;

bahwa trerdasarkan pertirnbangan *ebagaimana di
maksud pada hurr_lf a, perlu rnenetapkar: Feraturarr
Bupati Pesisir selatan tentang $istem dan Frosedur
Felaksanaan perjalanan Dinas ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otanom Kal:upater: Dalan:
Lingkungan Daerah provinsi Sumatera Tenga.li
(Lembaran lrlegara Republik Indonesia Tahun 1gs6
Nomor 25i Jis undang-Undang Drt Nom*r ? I Tairun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr.lr:
1957 Nomor ZZ) Jo Undang-Undang N*rnor S&
Tahun 195E (Lembaran Negar"a Republik Inci*nesj.a.

naengingat 1.



2.

J.

Tahun i958 Nomor 108, ?arnbahan Lembara:l
Negara Republik lndonesia Nomor 16a3);

Undang-lJndang Nomor 1 Tallun 20*4 tentang
Perbendaharaan Negara {l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomerr S, ?arnbahan
Lembaran Negara Repui:lik Indonesia Nomor a3SSl;

lJndang-{Jndang Nomor 15 Tahun 2*O4 tentang
Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggungjarnrab

Keuangan Negara (Lernbaran l'legara Repubtrik

indonesia Tal:un 2*O4 Nornor &6, ?anibahan
Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Nomo:: aaO0);

Undang-Undang l'Iomor ZS Tahun 2*14 tentang
tremeintahan Eaerah {Lernbaran Negara Tahun
2414 l\lomor 2t+4, Tan:ba}:an }_ernbar.arr Negara

Repuhlik lirdanesia Ncmor ssBT), sebagaimana t*lail
beberapa kali diu?:ah terakhlr dengan i_Ir:dang_

undang li{omcr g rahun 201s rentang Ferui:a}-ra.n

Kedun Atas llrrdang-{Jni.lang Non:*r 33 'i'ailr-rn r*tr4
tentarrg Femerintahan Daerah {l-erni;aran Negara

Republik Indonesia Tahun 2t] L S ld*rxor Sg,
'lan:bahan Lembaran l'tregara Repubiik i*d**e*ie
l{omor 5679);

Feraturan Fernerintah Nomor lZ ?ah.{,}n 2{i1?
tentang Pembinaan dan Fengawasan Fenyelengga_

raan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara

Reputrlik Indonesia Tahun 201? Somor ?g,

Tambrahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a1);

Feratura,n Pemerintah Nomor lZ Tatrr_rn 201*
tentang Fengelolaan Keuangan Daerah {tembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan l-,embaran Negara Repubtik trndonesia

Nornor 6322i;

,L

(

t_



Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Fedoman pengeloiaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubal:r
terakhir dengan Feraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang perui:ahan Kedua
atas Peraturan &,tenteri Dalam Negeri N*mor 13

Tahun 2006 tentang ped*rnan pengelolaan

Keuangan Daerah;

Feraturan Menteri Keuangan Nomor
i 13/FMK.05/2012 tentang perjalanan Dinas
Jabatan Dalarn liegeri, bagi pejabat Negara, Fegarvai

Negeri dan Pegarx,ai Tidak Tetap;

Feraturan h4enteri Dalarn Negeri Nornor g0 ?al:un
2015 tentang Perxbentukan pr*duk hr.lkun: Daeralt,
sebagaimana telal: diubah dengan peratur*n

&,{enteri Dalarn }'{egeri Nomor 120 Tahun 201&
tentang Ferubai:an Atas peraturan Menteri Dalalx
Negeri Nomor 80 Tahun 201S tentang pembentukan

Produk Hukr,rm Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Fesisir selatar: lr{*m*r
g Tal:un 2008 tentang Fokok-pckck pengelolaan

Keuangan Daerah;

MEMUTUSKA}{ :

}trERA"IURAN BUPATI PtrsIsIR StrLATAN TEI\T?ANT

slsrtrM DAN PRCStrDUR pELAI{sANrLp,N FERJALA]$AX

DlNAS.

(J.

tlt

&{enetapkan

BAB i
I{]1T]I}{TIJAN UMU]VI

Fasa"l 1

Dalam Feraturan Bupatr ini 3,ang dimaksud dengan
1. Daerah adalatr Kabupaten Feeisir Selatan.



2. Frovinsi adalah Frovinsi Suma.tera Barat.

3. Pemerintal-r Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah. sebagar

unsur penyelerrggara pemerintahan daeralt Kabupaten Pesisir
Seiatan.

4. Bupati adalah Bupati Fesisir Selatan.

5. Wakil Bupati aciaiah V/akil Bupati pesisir Selaran.

6. Der','art Ferrval<ilan Rafoi-at Lfaeral: yrnng setranjutnya rlixel:ut DPRII]

adalah LJetvan Ferlvakilan Itakyat lJeerah l{a}rupaten Fesisir" Selatan.
'7. Sekreralit D;rerah adalah $ekretaris Daerah Kal:upater-i Fesisir

Selatan.

8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat ya.ng menandatangani surat
Ferintah Tugas, yaitu Kepala Fer:angkat I)aerah, k}:usus Ferangkat
Daerah sekretariat Daeral:, surat Ferintah Tugas d.apat

ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan bidang tr.rgas r:nasing-

masing Bagian.
q. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seianjutnya disebut

APBD adalal: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabr.lpateri

Pesisir $eiatan.

I' Perangkat Daerah selanjutnya disingkat FD arialah perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengguna
anggaran/ pengguna barang.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Fegax.ai
Negeri sipil Pemerintah Daerah Kabupaten pesisir $elatan.

10' Pegara'ai Tidak 1'etap yang selanji-rtnya disingkat PTT adalah pegawai
yang diangkat rintuk jangka waktu tertentu guna r:relaksanaka-n

tugas peinerintahan d.an pen:bangunan yang }::ersifert tekni*
profeseicnal dan administrasi sesuai dengan ketluruhan dan
keman-rpuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang
tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.

1i. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingka.r Ncn pH$ a6aiah
tenaga sukareia dan masyarakat umum.

12. Surat Perintah T'ugas yang seianjutnya Cisingkat dengan SPI adalah
surat resmi yang ditandatangani otreh pejabat ye.ng berw,ena-ng

dimana isinya menugaskan seseorang atau. lebih untuk rnel.aki-lkan

tugas sesuai dengan penugasan.



13. Surat Ferintah Pedalanan Dinas yang selanjutnya disingkat dengar:
$PFD adalah surat perintah kepada Fejabat lrtregara, pegawai negeri
sipil dan non pegawai negeri sipil untuk melaksanakan peqialanan
dinas.

14. Transaksi non-tunai adalah transaksi yang tidak menggunakan x-rans

secara reell.

15. Transaksi tunai adaiah transaksi yang menggunakan us"ng.

BAB 1I

MAKSUD DAN TUJUAN

Fasai 2

Sistem dan Frosedur Ferjala.nan Dinas dirnaksudkan sebagai ;:ed*rnan
dalam melaksanakan perjalanan dinas ),ang menggunakan AFBI].

Fasal 3
Sistem Can Prosedur Perjalanan Dina* i:ertujuan memberikan per:jelasar
dan tata cara dalarn n:elaksanakan perjala'an dinas.

BAE LIi

TERJALANIAN I}iNA$

Pasal 4

Unsur yang teriibat dalam pelaksanaan kegiatan dapat melakukan
per.ialanan dinas daiam rangka pencapaian kinerja kegiatan.

Fasal 5

{1) Dalam rangka meiaksanakan tugas pokok can fungsinya trejaLrat
Negara, Pirnpinan DPRD, Anggota DPRD, pN$ dan Non pNS, dapat
melakukan peialanan dinas.

(2) Perjalanan dinas terdiri atas :

a. Perjalanan Dinas Dalarn Daerah;

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam pr*vinsi;

c. Peq'alanan Dinas Luar Daerah Luar provinsi: dan
C. Peijalanan Dinas Luar Negen.



i3) setiap perjaianan dinas sebagairnana dimaksud pada ayat {2} harus
berdasarkan SpT.

{4} SF"li yang diterbitkan harus sudah merniliki kelengleapan ad*ini*tra*i.

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Fasal 6

i1i uang harian perjaianan dinas digunakan untuk us.r1g rnakan,
transport lokal dan uang saku

{2) Perjaianan dinas daiam daerah Sebagaimana dirnaksud calarn pasal $
ayat (2| huruf a diatur adalah sebagai berikut :

a' Ferjaianan dinas dari ihru kota kabupaten ke kecarnatan dan
sebalikn3,a;

b. Perjalanan dinas antar kecamatan; dan
c' Pedalanan dinas dalam Kecamatan dengan jarak tenipuyr dari

tempat Lrerangkat > 5 km.

d' Perjalanan dinas antar kecamatan yang s 6 km dikategorikaj: sa$1a
dengan huruf c.

Pasal 7
Kepada Fejabat Negara, pejabat Eselon il, pimpinan can Angg.ta DFRD
yang melaksanakan peq'alanan dinas diberikan uang representasi.

Fasal I
Bia-va perjalanan dinas dapat dii:ayarkan 2 hari ke Kecamatan Ajr: pu::a,

Pancung soal, Basa Ampek Balai rapan, Ranah Ampek i{uru Tapar:,
Lunang dan Silaut dengan tidak rnenginap.

Pasal I
i1) Fenginapan dalam daerah bagi perjalanan rtrinas xebagain-:ana

dimaksucj dalarr: Pasal 5 a.yat (2) hlirr-lf a., hanya untuk perjalanan
dinas }<e Kecarratan Air F'Lir&, Fancung ,$aal, lJa,ra Ampel< Balai ?apan"
Ranali Ampel< LIuir_r 'fai:arr, Lunang dan Siiaut,



{2} Penginapan dalam daerah dapat diberikan r-rntuk kegiatan
workshoplbimbingan teknis, sosialisasi clan sejenisr:3ra y*ng
peiaksanaannya melebihi 1 {satu) hari perjalanan dinas.

{3} Besarnya biaya pengiiiapanfsewa }r.otel dibayarkar: sesr.lai eiengar:
briaya riil.

Fasatr tr0

{1) Penandatanganen StrT peqalar:an dinas rla1ar:r dae::ah rliatur srhag*i
herikur :

a. Ei-rpati rlan \'iiakri tsupatr. SF"il ilitanriatangani oleh Bupari dan
Wakil Fiupari;

b. Pimpirran IIFRD, menanclatangani sp"r untutr< Fi:npinan dan
Anggota I)llRD;

c' Sekretaris Daerah, SPI ditandatangani oieh Sekretari* Daerah;
d. Kepala PD menandatangani spll untuk pNs dan .Nrn pNs

dilingkupnya masin g-rnasing;

e. Apabila Kepala pD tidak berada di ter:rpat, spr sebagaimana
dimaksud pada huruf c ditandatangani *leh Sekretaris 6.tas na.rn*t
Kepala PD;

f. Staf Ahli Bupati dan Asisten Lingkup Sekretariat DaeraLr" SFT
ditanCatangani oleh Sekretaris Daerah;

g. Apabila sekretaris Daerah tidak berada di tempat, slvr
sebagaimana dirnaksud pada huruf f Citandatangarri nleh pejabat
yang ditunjuk sesuai dengan peneielegasian wewenang;

h' Kepatra Bagian, Kepala $ub Bagian dan Staf di Lingkup Sekretariat
Daerah, SPT ditandatangani oleh Asisten dilingkup masing-mas{ng;
dan

i. Apabila Asisten lingkup masing-n:asing tidak berarla di rempar,
SP'I' sebagaimatla dimaksud. pada hurr-rf g ditandatangagi 6ieh
Sekretaris Daerah.

(2i SPT harus dilengkapi dengan SppD.

{3) Fenandata.nganan sppD ditrakukan oie}r pengguna Anggaran *.taLr

Kuasa Pengguna Anggaran.



Eagian I{eclua

Ferjalanan lJinas Luar Daerah Datrarn Provinsi

Pasal 1 tr

Pe{alanan dirras luar daera}r daiarn provinsi sebagairnana dirnaksud

dalam Pasatr 5 a3,at {2i huruf b diatur se}:agai berikr-rt :

a. Perjalanan dinas d.ari daerah ke ibu kcta prc;vin*i; etan

b. Perjalanan dinas dari daerah ke kabupatenlkota lain dalarn provitrsi.

Pasal 13

Kepada trejak;at Negara, Pejabat Eselan iI, Fimpina.n dan Angg*ta DpRn

yang melal<sanakan perjalanan dinas riiberikan Llang representasi.

Fasai i3
(1) Perjalanan ciinas luar daerah daiarn provinsi sei:agaimana Cim.aksud

cialam Pasal 1 l. bial'a penginapan dibayarkan af cosf tidatr: m.eiebihl

standar i:iaya )/{}ng telair <litetapkan.

t2) Perjalanan djnas _1,ang tidak menggllnakan fasilitas h*tei atriu tempai.

penginapan lainnva, kepada yang ber*angkutan rlii:*rikan lriava

penginaparl sebesar 38ak itiga puluh persen) tla.r'i tarif r:naksirnal 
.h*tel

.]'ang teiah ditenrukan pacla $tandar f3iaya Can clii:ai,arkan sec&ra

iumpsurn.

(3) Apabila p*rjalanan dina* dilakukan iebih dari I crang dan biaya

penginapan melebihi ilari biaya yang eiitetapkan pad"a st*nelar biaya

masing*masing orang, raaka dapat dilakukan sfoezrung {L kamar untr"rk

2 orang atau lebih), dan i:iaya penginapan tidak melebihi jumtral: clarra

setelah digatrungl<an.

Pasal 14

(1) Perj'alanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD disarnakan dengan PNS

Goiongan iV.

{2) Fejabat Negara, Pejabat Eselon ltr, trimpinan dan Anggota npRs yang

melaksanakan perj alanan dj.nas diberikan uang representasi.



{3) Penginapan Plrnpinan DFI{D disamakan dengan FNs ]rse}*n II/a.

{4) Penginapail anggota DPRrt disarnakan ciengan pNs Ese}ori illb.
i5) Transportasi unti-rk perjalanan dinas yeng menggunakan angkutan

umum besaran uang tran*port dibayark&n secara at c*sf.

Pasal 15

{1) Penandatanganan SFT perlalanan dinas luar daerah elaiam provinsi

diatur sebagai berikut :

a. Bupati dan Wakil Bupati, ditand.atangani oleh Bupati ei.an Wakit

Bupati

b" Pimpinan DPRD, menandatangani $trT untuk Pimpinan dan &nggota

DPRD;

c. Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretari* Daerah;

d. Kepala PD menandatar:gani SFT untuk FNS dan l{or: pNS

dilingkupr Lva masing-rnasing;

e. Apabila kepala PD tidak l*erada {ii tempat, s}yl" sebagairxana

dimaksud pada hi-truf c eLitandatangani oieh Sekretaris ertas nar:ra

Kepatra trD;

f. Staf Ahii Bupati dan Asisten Lingkup Sekretariat l)aerah, SIry

clitandatangani oieh Sekretais Daerah;

g. Apai:ila Sekretaris Daerah tidak trerada di ter::rpat, SpT

sebagaimana Cin'raksud pada huruf f ditandatangani oleh pejabat

yang ditunjr-rk sesuai Cengan pendelegasian 1n/ewenang;

ir. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Staf di Lingkup Sekretaiat
Daerair, SPT ditandatangani oleh A*isten dilingkup dimasing-

masing; dan

i. Apabila Asisten lingkup masing-rnasing tiiiak berada ii tempat,
l$1-"I sebagaimana dimaksud pada hr"lruf g dita.nd.atan-rgani oleh

Asisten _yang ada di Kantor.

{.2} SFT harus dilengl<erpi dengan SPPD.

(3) Penandatangal'ten SPPD dilakukan olleh Fengguna Anggara.n at*u
Kuasa llenggr.lna Anggaran.



tsagian Ketiga

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Frovinsi

Fasal 1o

i1) Pejabat Negara, Pimpinan DPRil, Ar:ggota DpRn, pNs, dan lr{ern FN$
yang n:erniliki kcmpetensi dibidang tertentu, -l,ang rnelalsukar:
perjalanan dinas iuar daerah luar provinsi diberikar: uang harian
perjalanan dinas, bia_',,,a penginapan, .biaya 

tiket, dan biaya trarlsp)o1"r.

{,2} Pejabat Negara,, Fejai:at Eseicn II, pirnpi:"ran l}pRD, dar:. Ar:gg*ta l}ppl-a

]'ang meiaksanaJ<an perjalanan dinas diherikan uaftg repr*xe:: L*x1.

Pasai f i
(1) Uang harian perjalanan dinas digunakan unrrek Lranfi r::akan.

transport lokai dan riang saku"

(2) Perjalanair Dinas dalam rangka koordinasi danlatau konsu,llasi, uang
harian perjaiana:r dinas dihrayarkan 3 itiga) }:ari. Dan penginapan
ditanggung 2 (dua) malam.

(3) Perjalanan dinas dalam rangka rnenghadiri undangan diLrayarkan
terhitung mulai 1 isatu) hari sebelum acara. sampai x isatu) hai
setelah dilaksanakan.

{ai Biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk kebr"rtuhan bia3r6 menginap d,aiarrr rangka
pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar provin*i.

i5) Pirnpinan DPRD, Anggota DPRD, pr,rs, dan Non pNs yang memiliki
kornpetensi dibidang tertentu, yang melakukan per;'alanan dinas ke
luar Daerah luar provinsi diberikan bia3rgl tiket elf cosf.

(6) Dalarn hal maskapai yang digunakan tidak memberikan tragasi cuma
cuma/gratis maka dibayarkan bagasi sei:esar rnaksimal 18 {seputruh}
kg per perrerbangan.

{7} Apabila perjalanan dinas dilakukan c1a1am rangka Llruse"n yens
memeriukan membarva i:agasi lebih (mernbarva berkas ke tsKN,

mengikuti Pameran, dan lain-lain) dapat dibayarkan bagasi se*usli
kebutuhan.



tB) Peqialanan dinas mempergunakan pesawat udara kelas ekonorni.

{9} Dalam hal perjalanan clinas Kepa}a Daera}r ke Luar Daerah Luar
Propinsi yang memeriukan dirlampingi *ieh ajudair 6ak&, tiket
disesuaikan kelas pesarvat udara dengan Kepala Daerah.

{i 0) Biaya transport merupakan satuan biaya yang digunakan untu}< tarif
satu kali perjalanan dari kantcr ternpat keduclukan raenuju terrninal
keberangkatan dar: dari terminal kedatangan menujr-i ternpat tujua::,
dan sebaliknya.

{11) Dalam hal pegau'ai -vang bersangkutan mrengambil biaya transport
maksimai, tidak boleh lagi diantarkan scpir d;en rnenailqkan SpJ
bahan bakar rninl'ak.

(12) Format pertanggungjarvaban biaya transp*rt sebagaimana tercantutx
daiam ayat {8), format sppD dan f*rrnat surat pertangungiawaban

rampung merupakan bagian yang trdak terpisahkan daiam peraturar:
bupati ini.

Pasal 18

Dalam petraksa*aannya, mel<anisme pertanggur-igjawaban
disesuaikan dengan bukti pengelua::an yang sah,
Besarn3,'a triaya pengirrapan/ser,va h*tel diirayarkan *esuai dengan
bia_v-a riil dan tidatr< melehihi standar bia-va.

Dalam herl menghadiri undangan, maka i:iaya penglnaparl dapat
diba-r'ark;Ln maksii"nal 130 yo (seratus tiga pului"r persenJ da.i stanrlar
bia3,'a.

Peq'aianan dinas Luar Daerah Luar Fr*vinsi dibayarkan r:r*n tunai.
Dalam rangka pendampir-rgan l<egiatan nllRn ke 1ua-r daerah luar
propinsi, disediakan 1 {satu} orang per:damping untr.lk setiap K*misi
atau Fansus.

Dalam hal pendampingan kegiatan DpRn luar daerah luar propir:si,
untuk mengikr-iti Birntek/Diklat dar: *ejeni*nya ur:tuk pe*darnping
diberikan 2 {dua} CIrang pendarnping.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau
tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dibeikan
biaya penginapan sebesar 30% {tiga puiuh persen} dari tarif maksimatr

{i)

(2)

,,?\t.tt

(6)

{7)
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hotel yang t-elah dltentukan paria Standar *ia,va ctran dil:ayarlcar:
secara lurapsun:.

{8i Apabila perjalanan dinas diiakukan letrih deri I i*atu] *rai:g d,an

biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada stan6ar
biaya masing-masing orang, maka d.apat dilakukan slrcring {1 ka6ar
untuk 2 orang atau letrih), dan bia3r6 penginapan tidak meiebihi
jumtrah dana seteiah digabungkan.

{9) Pembayaran briaya penginapan dilakukan secara ezf cosf dengan pe.gr}

rnaksimal mengacu kepad,a stand.ar biaya.

{10) Pelaksanaan Perjalanan dinas maksir:r"al sebanyak lT {tujllh tiela*}
hari kerja dalarn 1 (satu) buian.

{11) Lama pelaksanaan perjalanan dinas sudair diakumulaeikan dengan
perjaianan dinas dalam rangka menghaCiri undangar: dan &.c&re.

resr"ni lainnva, kecuali perintah ctari pimpinan yang bersifat
mendesak atar"r sangat penting.

Pasal trQ

i1) SPT perjalanan dinas luar Caerah lua:: provir:si ditanciatangani mleii
Elr r na tilJ u F/r^ Ll.

i2) Jika Bupati sedang tidak hrerada di tempat, rnaka SPT rlitandatanga::i
oleh Pe3al:at yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Keernpat

Perjalanan Dinas Lr_lar Negeri

Fasal 3CI

{1i Satual Biaya {Jang Harian }?erjalanan Dinas l,Lial" Negeri mer:-epakan
penggantian biaya keperluan sehari-}:ari dalam *renjalar:kan p*r.intah
perjalanan dinas di luar negeri yang dapat cligunakan untr-rk Lre.nf;

makan, Lransprlrt lokal, u{rng saku, dan uang penginapan.

{2} Tikel Fesaw'at untuk Ferjalanan }inas ke l.uar i\eger.i diba;iay}qqfi
secara s-I c*sr puiang pergi (p/p)



(3) Pejabat/pegawai yang ditugaskan untr-rk rnengikuti penclidikan dinas
di luar negeri danlatau kegiatan yang mernerlukar: dana kontribusi,
dapat diberikan 30% (tiga puluh persen) dari uang harian perjalanarr
dinas.

(4) Fembagian Golcngan Fejabat Neg;ara dan PNS yeng rxeiaks*na}<an
Perjalanan Dir:as l-uar Negeri adalah sebagai berikut ;

a. colcngan A adalah Bupati, wakil Er:pati, Fimpinan 1}pRl). Angg*t*
DPI?D, dan Sekretaris Daerai:i;

ir. Golongan B adalah F*jabat l:lsel*r:r ii lainu-ira eian FNS G*3*ngar":

ivi C keatas;

c. *o1ar-rgan C adalah P*jeil:ar llselon I{1" {icl*ngan IV Car: pNS

Goiongan l\';b sarnpai dengan F.hIS Liok:ngii11 IIIIc; dan
d. Go1*ngan D adalah Fl\S Lair:nya darr N*n lii'J$.

Pasal 2i
sFT peqalanan dinas luar negeri ditanctratangani oleh Bupati.

l3agian Keiirna

Ketentuan dan Fembavaran

Pasatr 22

(1) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi terdiri dari dua tujuax
yaitu :

a. menghadiri undangan dalam rangka petraksanaan tugas
pernerintahan daerah yang disetujui aleh pejabat yang bexvenang.

b' dalarn rangka ko*rdinasi/konsultasi/studi "baneiing untuk
pel.aksanaan tu gas pokok I peiaksanaan prograrx dar-r kegiatan.

(2) PNS dan Non PNS .vang melakukan Peialanan dinas luar daerah luar
provinsi dalam rangka koordinasi/korisultasilstudi banding dengan
terlebih dahulu mengajukan teiaahan staf, kepada Bilpali rnelalui
sekretaris Daerah tentang tujuan per.jalanan dinas dimatrEsud.

{3i SPT diparaf secara irer.lenjang dengan rnelarnpirkan te}eahan staf yang

telah disetujui sebelurn ditandatangani oleh Bupati.



i1)

Pasal 23

$etiap CIrang danf atau Ketua danf atari Fengurus Organisasi Sosial
Kernasyarakatan yang membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah
dapat diberikan blaya perjalanan dinas.

Pasal ?4

Ferjalanan Dinas yang ditrakukan Ketua Tini penggerak l?embinaan

KesejahteYaan Keluarga, Ketua Dervan Keraiinan l\lasional llaer*:.1:,

Ketua Gerakan Llrganisa*i S/anita Kairupaten, Ketua Sharrnawalita
Kabupaten, Tim i{husus, elan Ketua Crgani*asi Sosial Kernas_yarakatag

tingkat kahupaten lainnya, pembiayaannya d.isetarakar: rtrengan

peq'alanan dinas yang dilakukan oleh pNS Golongan IV.

Ferjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Fenguruslanggota
sebagair:nana dirnaksud pada aSrat {1} dan Ketua Tim }?enggerak

FernJ:inaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan, Ketua Dharr:rawanita
Kecamatan, Ketua organisasi s*sial Kemasyarakatar: tingkat
kecamatan" dan Anggota Crganisasi $osial Kernasyarakata.n tir:gkat
kabupal-en, pembiayaannva disetarakan dengan peialanan dinas yang
dilakukan otreh PI{S Golongan II1.

Perjalanan Dinas yang mengikurtsertak&n Non FNs ys.ng dic*.ntulnkal
dalar:r kegiatan dr:n di SK kan oleh Kep:ala PD cian AnggCIra {..}rg&pisasi

sosial Kemasyarakatan tingl<at knhupaten" dieetarakan rlengan
peqjalanan din*.rs 1,.'eirlg diiakr_li<an cl*l-r F,rrl$ golongar; IL
Ferjalanar: Dinas yang dilakr-Lkan aleh renaga knnslultaxfte,naga al1li
disetarakan der:gan per;illanan cinas yang dilaksarrakan oir:l: pN$

Golongan II{.

Untr-lk perjaianan dinas yang rnenggunakan kenclara*n darat
diiaksanakan dengan tr<etentuan sel:agai bertkut :

a. Bagi IrD yang telah memiliki kendaraan cinas diupayalcan
seoptimai mungkin pengguiraanr:ya.

b. Jika menggunakan kenrlaraan rentai rnaka 1 {satu} kendaraar:.

rental rninimal digunakan oleh 3 {tiga) ors.ng.

Biaya perjalanan dinas Eupati dan \&akil Bupati, Anggoi:a Forurr
Keiordinasi Pimpinan Daerah, dan F'orum K$ordinasi trirnpinan
Kecamatan diatur lebriir la"nJ'ut dengan Keputusa"n Bupati.

t2\

(3)

i4)

(s)

(o,}



Fasal 25

Pembiayaan perjaianan dinas yang dilakukan rleh pl{S dax l{*n pl{$
"berpedoman kepada Srandar l3iava.

Fasai 35

(1) Biaya penginapan dibayarkan sebar-ry,ak jurnlah hari Surat llerintah
Tugas dikurangi 1 (satu) hari pembayaranya dilakukan sec&ra c.t cost
dengan pagu maksimal mengacu kepada standar biaya.

(2) Perjalanan dinas yang menggunakan transportasi Llrrrux?r wajit:
rnelampirkan titr<et.

(3) perjalanan dinas Luar Daerah Luar provinsi can Luar Negeri

diberlakukan pembayaran non tunai dan pegawai ye.ng bersangkutan
harus menyelesaikan seluruh pertanggungjawaba&nya serta bukti-
bukti sebagalmana disebutkan pada ayat {1i, ayat {2}, dar: ayat {3)
paling lama 1 (satu) minggu $etelah melakukan per.1'aianan dinas.

{4) Perjalanan Dinas daiam rangka mengikuti penciidikan dan peiatihan,
magang dan bimbingan teknis dan sejenisnya :

a. tsiaya perjalanan dinas dibayarkan penuh selama 4 iempatl hari"

b. Hari kelima dan seterusnya dibayarkan sebesar 30% elar:l Lta-sg

perjalanan dinas/uang harian pedalanan dinas.

Bagian Keenam

Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban

Pasal 27

(1) Surat Pertangung;'anaban Ferjalanan Dinas harus dilengkapi der:gan
iral-hal sehagai berikut :

a". Si.lrat Ferintah Tugas;

b. Undangan fiika ada);

c. Telaahan Staf iuntuk koorrlinasif study banding);

d. Surat Ferintah Peialanan Dinas;

a. Kin,iransi (Bukti Pengeh.raran Kas);

i. Til;el dan iie lengl<apan l,ainn3ra {*.itp*r"t t*"u Crzn'b*ardi*.g;ras.eJ;



g. Bili Penginapan {bagi yang menginapi;

h. surat Pertangungja*,aLram Rampung {untuk perjaianan dina* yang
menginap, iuar daerah truar provinsi, dan luar negeri); dan

i. Laporan Hasil Periaianan Dinas.

{2} Laporan }reisil per"1'aianan dinas sei:agai dirnaksud pae.la ayat {1} }rr-rruf

i" ditandatangzu:i aleh seluruh personil yang rnelakukan perjalanan
dinas dan disarnpaikan kepada pe.jabat yeng menugaska:: melal6i
alasan iangsung.

BAB IV

i{ El'trI{T'Li AN F}jjh'{.lTU F,

Pasal Jti

Pada saat Peraturan Bupati ini }:erlaku, *raka :

a. Peraturan Bupati Pesisir $etratan Nomol"S Tai:r-tn 2018 tentang Sistern
dan Prosedur Feial<sanaan perjalanan Dinas lfi Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Peraturan Eupati Fesisir Selatan Nomerr 79 Tahun 3018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Seiatan Nomor 5 Tahun 2*1*
Tentang Sistem Dan Prosedur Felaksanaan Perjalana-n Di::a* ni
Lingkungan Pernerintah Kabupaten pesisir seiatan; dan

c. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomcr 1 Tahr"rn 201"* ?entang
PeruLrahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir $elatan N*r-nor S

Tahun 2018 Tentang Sistem Dan Frosedur Pelaksanaan Perialanan
Dinas Di {,ingkungan Pemerintah Katrupaten Fesisir selatan.

clicairut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Fasal 29

Feraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal d,iundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengunde::g*.n

Peraturan Eupati ini dengan penerupatannya daiar:r Berita Daerah
KaLrupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di

Fad.a Tanggal

Painan

anuari 202*

SIR SEL&TAN-

Diundangkan di Painan

Pada Tanggal ?l Januari 2020

SEI(I?ETARI$ DAtrRA}-{

TqTr) qFT ,\ "T A ]\T
rru 

i r\ LJ LLI-I 1 l l, L1 ,

KAEUFATE}{ FESISIR SELATAN TAHUN 2S?8 }IO&{OR. S"

' PAN

ee-m



i.AIVIPIRA]}{

PTITATURAi{ BUPAJ'I PJISISi F $]II-A'fAi'}

t\oMoR ,? TAI-iUt{ 2A,},*

TlINTAI{G

SISTEN4 DAN PRCStrDUR PEI,AI(SANAAI{ F]IR.]ALANAN NINAS

A. DAF*TAR FENC}ELUARAT{ }?I1L TRANSFORTASi

Yang bertandatangan di i:ara,ah ini:

I{ama :

I{IP :

Jabratan :

berdasarkan surat Perintah Tugas (s},r) i{omor. taxggatr ........"...,
dengan ini kami rnen-vatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawatr ini yang
tidak dapat diperaleh i:uktl-br-rkti pengeluarannya, rneliputi:

Nr) URAIAN
"}UMLAI*{

Jllh/ILAH

2. Jurniah Llang tersebut pada angka 1 di atae benar-benar dikeiuarkan
untuk pelaksanaan perjalanan dinas ini.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar:rya, unt:_11<

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyeru.jui :

Kuasa Fengguna Anggaran

., tanggal, l:ul.an, tahurr

NIP. NIP.



b. FORMAT EI-ANKC SFPD

PtrMERINTAF{ KABUPATtrN PtrSlSIR SELATAN

tsADAN/Drt{AS/KAh}TCR
T1-

SUllAT PERINTAI-{ PERJ.{LA}{I\N DINAS {Spp})
l Peiabat Yang Memberi Pe;:intah Ferjalanan (yang menandatanganani SP'I-)

2 |Jama I IIIP Pegarvai yang r:relaksanakan

per-jalanan riinas

fiabatan terlinggi/golongan tertinggi yang rnelakukan

per,jalanan elinas pada SFT)

1 a Pangkat dan Golongarr

b. Jabatan / Insransi

4 lu{aksr-rd Perialanan lJina s

5 Alat angkutan '),ailg dipergunakan

(r a Ternpat berangkat

b "l'empat 
Tr"rjr-:an

"t a

b

Lamanya Ferj alanan Dinas

Tanggal berangkat

Tanggal harus kembalie

I Pengil+rt ldama /h,IF

1

2

-1.

4

5

Jabatan 'fanda Tangan

9 Pembebanan Anggaran

a. instansi

b Kegiatan

a.

b.

t0 Keterangan lain * iain

Pegawai yatg melaksanakan

perjalanan dinas

(

I"IIF

Dikeluarkan di

Tanggal

K}A

\" ...

N'F.



L Berangkat dari
Ke
Fada Tangal
KUASA PENGGLr}{A ANGGAR,{}{

)

Ii Tiba di
Pada Tangal
Kepala

(

i\TTID

Berangkal dari
Ke
Pada Tangal
Kepaia

)

lII Tiba di
Pada Tansai
Kepala

(

1{1P

)

Berangkat dari
Ke
Fada Tangal
Kepala

)

NIP

iV. Tiba di
Pada Tangal
Kepala

NITI}

Berangkat dari

iJ*u rungni
Kepala

{

Nip

! Telah diperiksa dengan kete;"ang;rn ballria
perjaianan telsebut aras perintahnl,,a iian cefiliifa-
nlala untuk kepenlin6an .]abatan cialanr taktu
5,ang sesingkai-singkatnya.
KU AS A FEN GCUl"l A Al! CG AR. Ar!

hITE

V{. Catatan Lain-lain

)
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